GUBERNUR MALUKU

INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENDAFTARAN PROYEK PENGADAAN DAN JASA KONSTRUKSI
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Menimbang

Mengingat

1.

GUBERNUR MALUKU,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan dan Jaminan Kematian, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur
Maluku Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan
Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku
untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu menetapkan
Instruksi Gubernur;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan
berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan
Nomor 23 Tahun 1948 Dari Republik Indonesia untuk
Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1951 Nomor 4);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat [ Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor
79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1617);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2918);


http://www.bphn.go.id/data/documents/51uu003.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/58uu020.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/uu001-1970.pdf

10.

11.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Wajib Lapor

Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang BPJS

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3468);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Repubik Indonesia Nomor 4456);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);


http://www.bphn.go.id/data/documents/81uu007.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu003.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/03uu0013.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04pp040.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu025.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu036.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/11uu024.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/14uu023.pdf

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jamninan Sosial Tenaga Kerja
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 ‘Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembara Negara
Republik Indonesia Nomor 5473);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang. Selain
Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit
Yang Timbul Karena Hubungan Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 21 ‘Tahun 2010 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan;

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran

Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);


http://www.bphn.go.id/data/documents/93pp014.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058b.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/10pp065.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/13pp085.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/13pp086.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/10pr021.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/13pr109.pdf

Kepada

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah
mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia PER-
12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran
Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan
Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Keputusan Menteri  Tenaga Kerja Nomor KEP-
196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan,
dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sektor Jasa
Konstruksi;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-
24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja
yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja yang
telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor
5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor PER- 24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi
Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan

Kerja;

MENGINSTRUKSIKAN :

. Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku.

. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Pembuat

Komitmen di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.


http://www.bphn.go.id/data/documents/13pr111.pdf

Untuk
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan Sosial

(Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) kepada
tenaga kerja harian lepas yang bekerja pada sektor jasa
konstruksi, maka diminta kepada saudara untuk mewajibkan
kepada setiap pelaksana proyek jasa konstruksi (kontraktor)
untuk menyelesaikan kewajiban pendaftaran BPJS
Ketenagakerjaan sebelum memulai pekerjaan jasa konstruksi
dan menjadikan sebagai persyaratan dalam penandatanganan

kontrak/perjanjian kerja.

: Kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dimaksud pada

poin 1 adalah pembayaran iuran Program  BPJS
Ketenagakerjaan oleh kontraktor sesuai ketentuan hukum yang

berlaku.

: Kwitansi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan menjadi

salah satu persyaratan dokumen dalam pengajuan pencairan
dana proyek APBD dan APBN (SPP-LS/SPM-LS) pada SKPD

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

: Dalam hal dokumen/bukti kepesertaan dan iuran program

BPJS Ketenagakerjaan sektor Jasa Konstruksi tidak lengkap,
maka SKPD Pengelola Keuangan dan Aset Daerah wajib

mengembalikan dokumen tersebut untuk dilengkapi.

: Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sungguh-

sungguh dan penuh tanggungjawab.

: Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Mei 2016

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

W

SAID ASSAGAFF




